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G<ata Pengantar

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal Fiat Justicia Fakultas hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali dalam setahun pada bulan Maret dan

September. Tulisan ini dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian

manapun artikel lepas, yang bergerak di bidang hukum, jurnal ini dimaksudkan

sebagai media kornunikasi, edukasi dan informasi ilmiah di bidang ilmu hukum.

Redaksi menerima sumbangan srtikel baik yang bersifat teoritis maupun

studi kasus dan laporan pengabdian masyarakat dari seluruh elemen, baik

akademisi, praktisi, dan lembagamasyarakatyangberminat dalam pengembangan

ilnru hukum

Tulisan yang dikirim diketik dengan baik, dengan spasi 1,5 diatas kertas

ukuran A4, fontasi times news rolnan dan disertakan abstrak minimal 200, semua

catatan dalam artikel hendaknya tersusun rapi dengan ketentuan penulisan ilmiah

yang berlaku, setiap kutipan harus menyebutkan sumbemya yang memuat daftar

pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung.

Jurnal ini telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPD, dan dipen-rntukan untuk kalangan masyarakat luas serta civitas akademika

Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa.

Terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahirn abarakatuh.

Palernbang, September 2019

Redaksi
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WrrFakultas Hukum uKB

Menjadi Fakultas Hukum yang Unggul terdepan dalam mewujudkan masyarakat

llmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di Bida-ng Hukum ya,ng berjiwa

enterprenuer tahun 2019

Olr{ri Fakuttas Hukum uKB

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang

modern dan maju dalam upaya menghasilkan sarjana hukurn yang cakap

memahami, mengembaugkaq dan menerapkan ilmu hukum dan cita hukum

yang beretika dan bermoral. Menyelenggarakan, dan mengembangkan

pendidikan tinggi hukum yang kompetitif modern, dan maju, berbasis ilmu

pengetahuan hukum dan teknologi (keterampilan) hukum yang profesional

sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2. Menumbuhkembangkan kemampuan meneliti bagi dosen dan mahasisu,a

untuk mengernbangkan IPTEK.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk memberikan konstribusi

pengetahuan hLkum, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan

hukum, dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih

sejahtera, tertib, dan berkeadilan masyarakat di bidang hukum sebagai upaya

rnemberi sumbangsih untuk memajukan'tan meningkatkan pengetahuan,

kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukurn

C;pan Fakultas Hukum UKB

Menghasilkan Sarjana Hukum yang mandiri, mampu menguasai ilmu-ilmu

hukum dan terampil menerapkan hukum dan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, serta mampu bersaing di era globalisasi.

Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi (keterampilan) hukum yang

maju, baik secara teoritik-konseptual,metodologis,maupun paradigmatic, yang

b.
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d.

dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu hukum dalam semuil

dirnensinya, dalam rangka antisipasi perkembangan global.

Mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan yang berbudaya hukum yang

memiliki nilai, sikap, etika dan perilaku hukum yang demokratis dan

berkeadilan sehingga tercipta masyarakat yang berkesadaran hukurn ;

Meningkatkan peran aklif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan

pemangku kepentingan melatui kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi dan penerangan

hukum, konsultasi dan bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta pernbinaan

layanan hukum
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Pembuktian tlnsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Etektronik
Oleh:

\}'armiyana Zairi Absi,S H.rll,[Hr4e
Ripaldiazmi@gmail.com

Rusniati,SE,SH.,MHl 5{l

rusniatig 13@gmail.com

ABSTRAK

Kemunculan bisnis rnelalui intemet ini membaita implikasi baru yang berbeda. rlirnanakegiatan bisnis yang pada awarnya dirakukan secara ber-temu rangsung6* d;;;;;#ffi;para pihak' namun dengan adanya dengan adanya internet maka kegiatan bisnis dapat dilakukansecara eleklronik, atauyang lebih dikenat dengan istilah electroniJ-c{)tnr?terce dan disingkat e-{1{}tntnerce' Adapun permasalahan dalarn tulisan ini adalah uugui,oun; pernbuktian unsurkecakapan para pihak dalam kontrak elektronik dan bagaimuru i.ry*teraian apabria teqadisengketa para pihak dalam kontrak elektronik.. {.;i; ;;*ritian yang penulis gunakan adalahyuridis nomratif, yaitu suatu metode vang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan.atau data sekunder melalui asas*asas 
-hukum 

arn p.irrundingan hukum. t<.rrtupuo seseorangmenjadi tolak ukur dalarn menentukan.apakah ia,tapai atau tidak dapat rnelakukan pebuatanhukurn' Tidak adanya kehadiran fisik rlaii para pih#Jata* kontrak eiektronik s*lit rnelak'kanpembuktian unsur kecakapan para pihak daram kontrak etetrtronit.
Kata Kunci : pembuktian" unsur kecakapan, kontrak elektronik

ABSTRACT

'l'he emergence of hwsiness througlt the internet ha,r c{t/ferent new ixtp{icatio*s, w*l?erehusines's ttcti'-ilies were initia[ly ca*iei out in pers{}n anc{ .face tct .fhce rteeting betw,een tlzepurfie'r' hul with tlze utistence of tlrc interier, burion,r,, ttctivitie.y cun l:e cayrietl ,utelectronica{ly' or hetter lorcwn os electrt;nic- comtnerce antr ahbreviated as c-c,t,merce. Tlteprohlent in this pttper'. i'; hou* to prrsve the element ,j'tt it ,ry the partie,s itt {lte elet:tronic conrrac{untl ltow to re,yo{ve i/'there is a ilispure heha)een th;p,";;;*, rn ttti electrrnic cotltract. I,lte 4,pe r;fresearc:lt thal I use i' norntutive iut'ttlicul, which i, o ,nethod that ,/t;c.tt,re.,r researclt ,, lihrasa,,dala' or secttndary dut* tlzrouglz the principles of lat+,antl legal cornpari,ron. A per.sott,s tthiliivbectsmes u benchmark in detennining wheiher lti can rtr cartruor do iegat work. flze ahsence oJthe phtsical pre'senc'e of'tlze prtrlies ii the electronic conrract is dt11cult t{) prove ilte elemenr,s.f-tlrc ability o/ rhe p(rrties in #te eleetronic contracl.
Keyu,ords: proof ,s,kill elernen{, electronic contrscl

l*n 
Dose' Tetap Sekorah ringgi rlmu Hukurn Sumpah pemuda palernbang

"'' Dosel) Tetap Fakurtas Hu[un universitas Muhamadiyah palembane

$rnal FiatJgsricia, Vol. 5 No, Z, Edisi Se mber 2A19

Unversitas Kader Bangsa I Fakultas Hukum
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A. PENDAHULUAN

l. Latar Belakang

Dinamika sosial masyarakat di dunia

saat ini telah mengalami perubahan pesat, hal

ini ditandai oleh perkembangan yang

spektakuler di bidang teknologi. Salah satu

perkembangan teknologr tersebut diantaranya

adalah dengan ditemukannya irtte.rnet yaitu

teknoiogi yang rnemungkinkan kita

rnelakukan pertukaran informasi dengan

siapapun dan dimanapun orang tersebut

berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas,

internet rnulai digunakan juga untuk

kepentingan perdagangan atau bisnis.

Setidakn;ra ada dua hal ,vang mendorong

kegiatan bisnis dalam kaitannya dengan

kemajuan teknologi yaitu meningkatnya

permintaan atas produk-produk tekn<llogi itu

sendiri dan kemudahan untuk nielakukan

transaksi bisnis.l5l

Kemunculan bisnis melalui internet ini

nrembawa implikasi baru yang berbeda.

dirnana kegiatan bisnis yang pada awalnya

dilakukan secara befiemu langsung dan

bertatap muka antar para pihak, namun dengan

adanya detgan adanya internet maka kegiatan

trisnis dapat dilakukan secara elektronik, atau

yang lebih dikenal dengan istilah eleurrunic-

"' Agus Raharjo, {lsthercrime: Pemilhumsn

11471 (lpaya Pencegcrhon Kejahatan Berteknologi "

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.l

conunerce dan disi ngkat e-comffierce.

Kontrak elektronik mempunyai crrj-cr.

sebagai berikut :

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secai:

jarak jauh bahkan melampaui batas-

batas negara melalui internet

2. para pihak dalam kontrak elektronr,..

pada umumnya dilakukan tanpa ad:

tatap muka bahkan mungkin tidak aka:

pernah bertemu. 
152

Suatu kontrak atau per-ianjian hanL.

memenuhi syarat sahnya perjaniian, yaitu kat:

sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suar

sebab yang halal, sebagairnana ditentukan

dalam Pasal 1-i20 KUH Perdata. Dengan

dipenuhinya empat syarat sahnya perjanliar

tersebut, maka suatu perjanjian rnenjadi sah

dan mengikat secara hukum bagi para pihak

vang rnembuatn\ a.i'3

Daiam transaksi konr.ensional di raana

para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk

melihat apakah pe4ar{ian yang dibuat

memenuhi syarat-syarat tersebut khususn-va

mengenai kecakapan seseorang dalam

membuat perjanjian. Menurut hukum, semua

orang dalarn keadaan cakap {bervenangl

bertindak, sehingga mereka dapat melakukan

perbuatan hukum, termasuk membuat atau

"2cita YustisiaSertl ani dLk.Baktr Pintur Ri,snis

()iline clsn T.ransaksi Ele ktronik"Gramedia

Pustaka,Jakarta, 20 t i, hlm. l00

"t Suharnoko, Hukum l]erjanlicnt (T'eori dsn

Anoli.sct Kcrsttg , Prenada Media, Jaka,rta ,2004"
hlm. l.

@ukum I unversitas Kader Bangsa
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menandatangani suatu perjanjian, kecuali

mereka vang diatur dalam undang- undang.

Mereka vang dikecualikan ini disebut

orang yang tidak cakap (tidak benvenangl

melakukan suatu tindakan hukum, l,aitu

pihak-pihak sebagai berikut:

a. Anak yang belum dewasa

b. Orang yang berada di barvah

pengampuan

c. Perempuan yang telah kawin

dalarn hal-hal yang tlitentukan

undang-undang dan pada

umumnya sernua orang vang oleh

undang-undang dilarang untuk

membuat persetuj uan tertentu

Namun berdasarkan SEMA n0m0r

311963 junctoPasal 3l Undang-unclang nolnor

1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat

dalarn perkawinan sudah cakap melakukan

perbuatan hukurn sendiri

d.Orang yang dilarang oleh undang_

undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Permasalahan tirnbul dalam hal

transaksi elektronik bagaimana cara

pembuktian Lrnsur kecakapan dari para pihak

tersebut karena tejadinya per;anjian hanya

berdasarkan unsur kesepakatan dan

keperca,v-aan saja.

2. Permasalahan

a. Bagaimana pembuktiarl unsur

kecakapan para pihak dalam kontrak

elektronik ?

b. Bagaimana penvelesaian apabila

teryadi sengketa para pihak dalam

kr:ntrak elektronik ?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adaiah

yuridis normatif, yaitu suatu metode yang

menitik beratkan penelitian pada data

kepustakaan, atau data sekunder rnelalui asas_

asas hukum dan perbandingan hukum.l5a

b. Sumber Data

Berdasarkan keterangan diatas. dimana

penelitian ini inerupakan penelitian pustaka

{lihruryt resersrclt}. Oleh karena itu tiata yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekuncler adalah data yang

diperoleh dari riset perpustakaan {tihrary,,

re,;earch) terhadap buku pokok permasalahan

yang dikaji. Data sekunder vang terdiri dari.

bahan hukirm primer, bahan hukrun sekunder

dan bahan hLrkum tersier

I ). Bahan hukum primer atau bahan_bahan

hukum yang mengikat terdiri dari

i. Undang-Undang Dasar l945

ii. Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

iii. Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

iv. Undang-Undang Nolnor 19 Tahun

2016 Tentang perubahan Atas

'5u Ronny Hanityo
Penelitictn Hrihm i)o,,
Indonesia, Jakarla, 1980, hai.

Soemitro, lV{e tocbktgi
Jt,rinetri, Ghalia

I

Unversitas Kader Bangsa I Fakultas Hukum



Jurnal FiatJusticia, Vol.5 No.2, Edisi September 2019

Undang-Lindang Nornor 11 'I'ahun

2008 Tentang inf'ormasi Dan

Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder yang menunjang

bahan hukum primer sebagai pelengkap

1,aitu bahan hukum yang memberikan

petr"rnjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer -yang terdiri dari

literatur,makalah, art i kel, hasail peneliti an,

karya ilmiah, jurnal dan karya yang

berhubungan dengan penelitian.

3). Bahan hukurn tersier, yaitu bahan hukum

yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukurn sekunder yang terdiri

dari bahan yang diambil dari media masa

seperti maialah, surat kabar" kamus,

internet, dan sebagainya yang tnemuat

infbrmasi tambahan yanng diperlukan

dalam peneltian ini.

c.Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis

melakukan pengurnpulan data yang dilakukan

derrgan cara ttudi kepustakaan data-data

prirner dan sekunder dikurnpulkan dengan

melakukan studi kepustakaan yaitu clengan

urencari dan mengumpulkan serta mengkaji

berbagai peraturan perundang-undangan dan

buku-buku yang berhubungan dengan

dokumen elektronik dalam transaksi bisnis

secara elektonik.

B- TINJAT|AI{ PTISTAKA

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah i. -

memegang peranan penling dalam prtr:::

pemeriksaan sidang pengadilan serta r:

paling utama untuk dapat menentukan da:.

atau tidaknya seorang terdakrva dita:-:

pidana. Oleh karena itu, untuk da:,

dijatuhkan pidana kepada terdakr,r'a ha:-

diupayakan pernbuklian tentang apa ]t::
didakuakan kepada terdakwa sebagaitna:,

tertuang dalarn surat dakwaan.

Pembuktian berasal dari kata "bukt'

yang dalam "Katnus Besar Bahasa Indones,:

diartikan sebagai sesuatu yang menyataka:

kebenaran peristirva atau keterangan nvata

Pernbulsian merupakan masalah ]'anS

melnegang peranan penting dalarn prose:

pemeriksaan sidang pen-eadilan serta ha.

paling utarna untuk dapat menentukan dapal

atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhr

pidana. Oleh karena itu, untuk dapat

dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus

diupayakan pembuktian tentang apa yang

didakwakan kepada terdakrva sebagaitlana

tertuang dalam surat dakrvaan.

Pembuktian adalah rrerupakan

tindakan atau perbuatan untuk membuktikan

kebenaran atas suatu peristiwa yang teiah

teqadi. Menurut pendapat beberapa ahh

7 
Kamus Pusat Bahasa. Kcwrus Besar Rilhoso

Indotesia. Pusat Bahasa Departernen Pendidikan

Nasional. Jakaila 2008 hhn. 229.

ffierrrit"r Hukuml unversitas Kader Bangsa



Jurnal FiatJusticia, Vol. 5 No. 2, Edisi September 2019

hukum, tentang pembuktian antara lain

sebagai berikut:

a. R. Subekti berpendapat bahrva

pernbuktian adalah suatu proses untuk

rneyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan

dalarn suatu persengketaan.s Dari

pendapat tersebut dapat diketahui

bahwa R.Subekti menempatkan

urgensi pernbuktian adalah untuk

memperoleh keyakinan dan dengan

keyakinan tersebut bertujuan untuk

nremperkuat kebenaran dalil tentang

fakta hukum yang meryadi pokok

permasalahan, sehingga dengan

terpenuhinya kei,akinan tersebut hakim

akan rnemperoieh dasar kepastran

untuk menj atuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

"'Pemhuktian adalah ketentuan-

ketentuan 1,'ang berisi penggarisan

dan pedoman tentang cara-cara

yang dibenarkan undang-undang

untuk nrembuktikan kesalahan yang

didakr.vakan kepada terdakwa.

Pembuktian j,rga merupakan

ketentuan yang mengatur alat-alat

bukti yang dibenarkan undang-

undang yang boleh dipergunakan

hakim dalam rnembukitkan

kesalahan terdakwa." 
!)

t R. Subekti,. Hukum Pembukttetn.. Pradnya

Paramita. Jakarta, 2008,h1m. 1.

' M. Yahya Harahap. Petnbahasan

])erma.salahwt daru Peneraptm Kt-iHAP :
F eueri ksaan Si darug P engodilun, Bcneli ng, Kasa,y,

dart Peninjauon Keruhali. Edisi KedLra Sinar

Grafika. . Jakarta.. 2008" him. 279

f)ari uraian diatas dapat diketahui bahwa

M.Yahya Harahap dalam memandang

pembuktian lebih rnenitik beratkan pada aspek

penyajian alat-alat bukti, apakah alat bulti

yang diajukan sah illenurut hukum atau tidak.

Karena jika alat bukti vang diajukan tidak

sesuai dengan pedoman -yang ada dalam

undang-undang, rnaka konsekuensinva adalah

keabsahan dan nilai pembuktian yang dialukan

tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat

bukti yang sah

c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa

pendapat mengartrkan per-nbuktian

sebagai berikut:

1i Menurut Muharnmad at Thohir
Muhammad'Adb al' Aziz, membuktikan

suatu perkara adalah uremberikan

keterangan dan dalil hingga dapat

menyakinkan orang lain.

21 Menumt Sobhi Mahmascni,
membuktikan sutau perkara adalah

mengajukan alasan dan memberikan dalil
sanrpai kepada batas yang meyakinkan.

Artinva hal -vang menjadi ketetapan atau

keputusan atas dasar penelitian dan dalii-
dalil itu.

3) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian

adalah usaha dari yang berwenang untuk
mengemukakan kepada hakim sebanyak

mungkin hal-hal yang berkenaan dengan

suatu perkara yang benujuan agar sllpaya

dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan

untuk memberikan keputusan. 
io

Dari uraian penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahrva pembuktian menurut

Anshoruddin ialah rangkaian keterangan

i0 Anshoruddin, Hukunt Pemhuktrutr

l1enunil Huhm Acartt Islaw dcat Hukum Positif'
Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004 hlm25-26.

unversitas Kader Bangsa I Fakultas *ur.u* ffi
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atau alasan Yang sehingga dengan

keterangan atau alasan tersebut hakim

menjadi yakin untuk memberikan atau

menlatuhkan Putusan.

d. Sudikno Mertukusumo, meurbuktikan

memiliki beberapa pengertian. 1'aitu:

1) Dalarn arti logis. mernbuktikan adalah

rnemberikan kepastian -Yang bersifat

mutlak karena berlaku bagi setiap orung

dan tidak memungkinkan adanya buliti

lawan;

7) Dalarn arti konvensional, pembuktian

ialah mernberikan kepastian yang bersifat

nisbi atau relatif; dan

3i Dalam arti yuridis, membuktikan ialah

memberi dasardasar yang cukup kepada

hakim yang memeriksa Perkara Yang

bersangkutan gLlna memberi kepastian

tentang kebenaran peristiwa -Yanng

cliajukan. 
1r

Jika menurut Anshoruddin pembuktian

ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk

memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan

Sudikno Mertukusumo, Sudikno memandang

pembuktian sebagai alat untuk memperoleh

sebuah kepastian. baik itu kepastian yang

bersriat nisbi/relative maupun kepastian yang

bersifat mutlak.

e.Van Bemmelen, pembuktian ialah usaha

untuk memPeroleh kePastian Yang

layak dengan jalan memeriksa dan

penalaran dari Hakim :

a) Mengenai PertanYaan aPakah

peristiwa atau perbuatan tertentu

sungguh Pernah terladi

t' Ibid hlm. zi-22

b) Mengenai PertanYaan meng;:r;

peristiwa ini telah terjarli.12

Dari beberapa pengertian tersebut :

atas. maka dapat diketahui dan disimpulk,-

bahwa kata dasar dari pembuklian adalah bui-'

bukti dapat diartikan sebagai suatu hal ra:=

cukup mernperlihatkan kebenaran suatu ha

Penj elasan tentang pembuldian apabil a diti ni a -

dari kaca mata hukum, pembukian adala:

suatu cara, proses atau perbuatan untu'-

memberi bukti bahwa seseorang bersalah ata'

tidak hersalah dalarn suatu peristiwa hukun

didalarn proses peradilan. Jadi Pembuktiar

adalah suatu pencarian kebenaran matetii.

dimuka persidangan guna rnembuklikan

kesalahan terdakwa menurut pasal ,Yang

didakwakan dengan menggunakan alat-alat

bukti menurut undang-undang sebagai

pertimbangan hakim dalatr memutuskan suatu

perkara.

2. Pengertian Kontrak dan Kontrak

Elektronik

lstilah kontrak berasal dati Inggris"

yakni "contract" yang bermakna per;anjian.lu

Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenai

dengan kata "overeenkomst" yang juga

bermakna sama engan kontrak Yaitu

i2 Ansori Sabuan, dkk,. Hukum Acarct

Pidcuw, Angkasa, Bandunpi, i990,hlm. 186
1r Kamus Oxford. Lettner's I'ockel

dictionaw'. Oxford, University Press' 2000.hlm. 45

Fakultas Hukuml Unversitas Kader Bangsa
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perjanjian.l+ Secara etimologis, perjanjian

dapat diartikan dengan suatu perbuatan

dimana seorang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap seseorang atau lebih.15

Istilah kontrak dipakai dalam praktek

bisnis selain istilah perjaniian dan persetujuan.

Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian

masih sering diketemukan dalam praktek

hisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua

istilah antara perjanjian dan kontrak

mempunyai pengertian yang berbeda.

Ahmadi Miru menyatakan:"kontrak

atau perjanjian merupakan suatu peristilva

hukum di mana seseorang berjanji kepada

orang lain atau dua orang saling beqanji untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.16

Sedangkan menurut R.Subelti

perjaniian dtau kontrak aclalah suatu peristirva

dirnana ada seseorang berJanJi kepada seorang

lain atau dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini,

timbulah suatu hubungan antara dua orang

tersebut yang dinarnakan "perikatan". Oleh

karena itu perlanlian menimbulkan perikatan

antara dua orang vang membuatnya.l?

1'1 Yan Pramadya Puspa. Katnu,s

Hufuun,A*eka llmu, Seraarang. 1977. hlm.

248

" thitt,him. 248.
16 Ahmadi ly'riru,Hukuw Kontrak tlrtn

Peretlccrnttan Kontrak ,(PT
RajaGrafindoPersada, Jakarta, 20A7, hlm 2

'' R.Subekti.f{ukum Perlanjian,krtermasa,

Jakarta,l996"irim. I

Mariarn Darus Badrulzaman,

menganut pandangan vang menyatakan bahrva

istilah kontrak dan perjanjian mempunyai

pengertian yang sama. Pendapat berbeda

dikernukakan oleh Ricardo Simanjutak, yang

menyatakan bahr,va :

"Adapun pengertian kontrak secara tegas

dirnaksudkan sebagai kesepakatan para

pihak yang mempunyai konsekuensi

hukum yang mengikat. Walaupun istilah

kontrak merupakan istilah yang telah

lama diserap ke dalam bahasa Indonesia.

karena secara tegas digunakan dalarr

KUHPerdata, pengertian kontrak tidak
dimaksudkan seluas dari pengertian

perjanjian seperti yang dimaksudkan

dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Pengertian kontrak lebih dipersamakan

dengan pengertian dari perikatan ataupun

hukum perikatan yang digambarkan

dalam Pasal 1233 KuHPerdata."l8

Pendapat Ricardo Simanjutak, dapat

dilihat bahwa kontrak (dalara bahasa

Inggrisnya contract) juga merupakan

perjanjian (dalam bahasa Inggrisnra

ag'eemenl) yang rnerniliki konsekuensi

hukum {legal erufurceahilit:1i) apabila tidak

clilaksanakan.le Para pihak dapat membuat

suatu kesepakatan-kesepakatan atau

perjanjian-perjanlian yang tidak memptrnyai

konsekuensi hukum yang mengikat para pihak

rval aup un perj an j i an-perj anj ian terseb ut adalah

bersifat komersial.

18 
Ricarclo Simanjutak, tlufurnt

Teknik Perancangun Kotirak Bisnis.

Fublhising, Jakarla. 2011, hlm. 27.
re lbitl.hlmzs.

ia

1:

ta

tii

Kotirak:
Kontan

Unversitas Kader Bangsa I Fakultas Hukum ffi
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Menurut Pasal I3l3 KUH Perdata,

kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai

"Suatu perbuatan dengan lnana satu pihak atau

lebih mengikat dirinya terhadap satu orang

atau lebih". Dari rumusan di atas, makna

peqianjian menjadi tidak jelas dan bahkan

rnenjadi absurd. Hal ini dikarenakan setiap

perbuatan dapat disebut perjaniian'Dari Pasal

1313 ini hanya dituliskan pe{anjian'

sedangkan perjanjian itu bisa bersifat hukum

maupun perjanjian biasa. Jika ita tinjau dari

makna perjanjian menurut Pasal 1313 KIJH

Perdata ini. maka dapat disimpulkan hahrva

setiap perbuatan telah disebut dengan

perjanjian.

Menurut penjelasan umum UU ITE

Pasal I angka 17 menyebutkan bahr,l'a kontrak

elektronik adaiah perjanjian para pihak yang

dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut

Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah

kontrak baku yang dirancang, dibuat,

ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan

secara digital melalui situs internet (website')

sesara sepihak oleh pernbuat kontrak (dalarn

hai ini pelaku usaha), untuk ditutup secara

digrtal pula oleh penutup kontrak (dalam hal

ini konsumen). Sedangkan menurut Edmon

Makarim menggunakan istilah kontrak online

(.tnzline contrttct) bagi kontrak elektronik (e-

contract) dan mendefinisikan kontrak online

sebagai perikatan atau hubungan hukum yang

dilakukan secara elektronik dengan

memadukan jaringan (networking) dari sistem

informasi berbasiskan komputer (computer

based inforination system) dengan sistem

komunikasi yang berdasarkan atas jaringan

dan jasa telekomunikasi (telecommunication

based), yang setranjutnya difasilitasi oleh

keberadaan jaringan komputer global internet

(netr.vork of netr.l'ork). 
20

Kontrak elektronik selain terkandung

ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri

kontrak elektronik sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik menggunakan

digital sebagai pengganti kertas.

2. Penggunaan datz digital akan

inemberikan e{isensi yang sangat

besar terutama bagi Perusahaan

yang menjalankan bisnis online

mei ah-ri jaringan internet. 
2 l

Di dalam kontrak elektronik" Para

pihak tidak perlur bertatap muka secara

langsung bahkan tidak akan pernah befiemu

sama sekali.

l. Kontrak elektronik dapat terjadi

secara jarak jauh, bahkan

melarnpaui batas-batas negara

melalui intemet.

2- Para pihak dalam kontrak elektronik

pada umumn,va tidak Pernah

bertatap muka (faceless nature),

2') Syivia Christina Aswin, " Keahsahc*t

Koil l rek l)olatn'l ran saksi Korne r'gicrl Ele kt oni k ",

Ll'niversitas Diponegoro,Sefiiarang, 2006, hlm. 66.

" Citra Yustisia ,Op.cit. hlm. 100.
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bahkan rnungkin tidak akan pernah.

l:

Berdasarkan definisi tersebut di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa kontrak

eietroruk (e-contract) adalah perjanjian antara

dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan

menggunakan media komputer, gadget atau

alat komunikasi lainnya meialui jaringan

internet.

Jenis kontrak elektronik (e-contract)

dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. kontrak elektronik yang memiliki
objek transaksi berupa barangljasa

yang bersifat fisik atau bersifat nyata,

contoh barang berupa buku atau jasa

ies privat. Kontrak jenis ini, para pihak

(penjual dan pembeli) melakukan

komunikasi pembuatan kontrak

rnelalui jaringan internet. Jika telah

ter.ladi kesepakatan, pihak penjual akan

mengirimkan barangljasa yang

drjadikan objek kontrak secara

langsung ke alamat pembeli (physical

delivery). Jasa les privat dalam hal ini
diwujudkan dalam bentuk kunjungan

guru les privat ke rumah konsumen,
jadi bukan ies privat berbentuk digital

atau yang berbentuk interaksi online,

2. kontrak elektronik yang rnemiliki
objek transaksi berupa infonnasiljasa

non fisik. Pada kontrak jenis ini, para

pihak pada awalnya berkomunikasi

melalui jaringan internet untuk

kemudian memtlaut kontrak seL:ara

elektronik. Jika kontrak ini telah

disepakati, pihak penjual akan

mengirimkan inlonnasiljasa yang

drjadikan objek kontrak melalui

iaringan internet (cyber

kontrakdelivery).Contohnya,
pembelian buku elektronik (e-book),

surat kabar elektronik (e-newspaper)^

rnajalah elektronik (.e-magazine) atau

kontrak untuk rnengikuti les privat

hahasa Inguris rnelalui jaringan

i nternet 1e-schoo t 1. 

2r

C. PEMBAHASAN

l. Pembuktian unsur kecakapan para

pihak dalam kontrak elektronik

Keabsahan kontrak elei(ronik setragai

suatu bentuk peqan3ian dalarn Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Indonesia rnasih merupakan permasalahan

yang pelik. Pasal 1313 Kul{Perdata nrengenai

definisi perjaryian adalah suatu perbriatan

dengan rnana satu orang atau lebih

rnengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih. .Trka mengacu pada definisi ini

maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap

sebagai suatu bentuk perjanjian yang

memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata

tersebut.

Namun pada prakteknya suatu

perlanjian biasanya ditafsirkan setragai

perSanjian yang dituangkan dalam bentuk

tertnlis Qtuper-basec{) dan bila perlu

dituangkan dalam bentuk akta notaris

Pengaturan tentang kontrak elektronik (e-

conlracl)dituangkan dalarn Pasal 1 angka 17,

kontrak elektronik adalah perjanjian para

pihak yang dibuat rnelalui Sistem Eleklronik.

?3https 
:/isuwardi73. wordpresslcony20 1 510

5i 1 6iaspek-hukum-e-contract-daiam-kegi atan-

ecommerce/#_ftnlS,diakses pada tanggal I3
Okober 2019

ti

n

4

k

h

t.

" rbid, hlm.lol
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Sistem elektronik sendiri diatur dalam

Peraturan Pemerintah Ncmor 8? Tahun 2012

tentang Penyelenggata&n Sistem dan

Transaksi Eleklronik {selanjutnya disebut

dengan PP PSTE), yaitu serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik yang

berfungsi mempersiapkan. mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menvirnpan,

rnenampilkan, mengumumkan, mengirimkan,

danr'ata u m enyebarkan I nfonn asi Elellronik. 2a

Mengenai sah atau tidaknya kontrak

elektronik di tinjau dari BW, maka harus di

kaji satu persatu rxenurut 4 syarat sah kontrak

seperli dr atur dalam Pasal I320 BW. Kontrak

elektronik itu harus memenuhi syarat

subyektil, yang meu,ujudkan kesepakatan para

pihak untuk rnelakukan atau tidak melakukan

sesuatu guna memenuhi suatu tujuan-dan

kecakapan para pihak dalr.n membuat

perjaniian. Sedangkan syarat obyektif, pada

kontrak elektronik itu harus rnenyatakan

obyek perjanlian yang jelas, tidak boleh kabur

atau abstrak

Dalarn hubungannya dengan

kecakapan seseorang bertindak atau berbuat

hukum ditentukan dari belum atau telah

dervasanya seseorang. Kedeu,asaan seseorang

tersebut menjadi tolak uktr dalam

menentukan apakah ia dapat atau tidak dapat

rnelakukan pebuatan huliuni. f idak adanya

2a Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan

Penrerintah Nomor 82 Tahun 2An tentang
Penl,el enggaraan Sistern dan fransaksi Elektronik.

kehadiran fisik dari para pihak dalam kontrak

eleklronik sulit melakukan pembuklian unsur

kecakapan para pihak dalam kontrak

elektronik .Namun jika dikaitkan dengan

keabsahan kontrak bahwa kontrak elektronik

yang dituangkan dalarn bentuk surar

elektronik (e-mail) yang dibuat meskipun

demikian, selama dan sepanjang kotrak

tersebut tidak membarva akibat yang

merugikan bagi pihak larvan dan tidak adanya

tindakan pembatalan, maka kotrak yang dibuat

tersebut tetap irerlaku mengikat tidak hanya

pada pihak yang belum dervasa melainkan

yang lebih penting lagi adalah rnengikat bagi

pihak terhadap siapa kontrak itu dibuat oleh

pihak yang belum dervasa tersebut.

2, Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa

Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Adapun cara penyelesaian sengketa

apabila terladi sengketa dalam transaksi hisnis

elektronik dapat dilihat dalam pasal l8 Ayat 4

di dalarn UU iTE 1,ang berbgnyi : "'Para pihak

rnemiliki kewenangan untuk menetapkan

fbrum pengadilan, arbitrase, atau lembaga

penvelesaian sengketa alternatif lainnya yang

berrvenang menangani sengketa yang

mungkin timbul dari Transaksi Elektronik

internasional yang dibuatnya".

Ada beberapa tindakari hukr"rm vang

dapat dilakukan oleh pihak yang

berkepentingan atas terjadinya wanprestasi

ffiffi Fakultas Hukuml unversitas Kader Bangsa
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yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga

menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan

sengketa tersebut baik secara ligitasi atau

pengajuan surat gugatan melalui lernbaga

pengadilan yang ben+enang sesuai ketentuan

hukrun acara. perdata ).ang berlaku di

indonesia mallpun secara non-litigasi atau

diluar pengadilan, antara iain melalui cara

mediasi, konsoliasi, serta arbitrase sesuai

ketentuan yang berlaku.

Penentuan cara dalam menyelesaikan

sengketa seperti tersebut cli atas,tergantung

kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan

biasanva telah dicanturnkan pada pedanjian

sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam

perjanjian jual beli semula belurn ada

kesepakatan mengenai cara penyelesaian

sengketanva, maka para pihak tetap harus

sepakat memilih salah satu cara penyelesaian

sengkela yang terjadi, apakah secara litigasi

atau non-litigasi.

Mediasi dalam sengketa transaksi

elektronik, menjadi salah satu bentuk

penvelesaian yang dipilih oleh para pihak

yang bersengketaMelalui pihak ketiga yang

netral akan duduk bersama-sama dengan para

pihak yang bersengketa dan secara aktif akan

membantu para pihak dalanr upaya

menemukan kesepakatan yang adil dan

memuaskan bagi keduanya.

Dalam proses mediasi, seorang

mediator hanya berperan sebagai fasilitator

saja OIeh karena itu. mecliator tidak

mempunyai kewenangan untuk membuat

suatu keputusan yang mengikat para pihak.

Seorang rnedrator akan membantu para pihak

yang bersengketa untuk mengidentifikasj

persoalan-persoalan yang menjadi pokck

sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara

kedua belah pihak, serta berupaya menemukan

infomasi tentang apa yang sesungguhnya

terjadi dan apa yang rnenjadi kepentingan dan

keinginan masing-rnasing pihak yang

bersengketa. Infonnasi ini biasanya dapat

diketahui pada saat medr'ator melakukan

intrert,iew secara pribadi {priva(e se,rsion)

dengan masi ng-masing pihak.

Terdapat 3 {tiga) jenis mediasi onlinE,

yaitu:

1. Mediasi yang bersifat fasilitatif di rnana
mediator berfungsi sebagai fasilitator
dan tidak dapat memberikan opini atau
merekomendasikan penyelesaian.
Dalam hal ini, mediator rnerrberikan
jalan agar para pihak menemukan
sendiri penyelesaian bagi sengketa yang
dihadapinya. penyelesaian sengketa
jenis ini dilakukan oleh anline
re,solution:

2. Mediasi evaluatif,, yakni mediasi
rnelalui mediator yang lnemberikan
pandangan dari segi hukum, fakta dan
bukti. Strategi mediasi ini yaitu
membuat suatu kesepakatan mealui
mediator dengan memberikan solusi
yang dapat diterirna kedua belah pihak,
dan mencoba mernbujuk para pihak
untuk menerimanya;

3. Pendekatan yang menengahi situasi.
Mediator mencoba mencampuri
permasalahan sejauh disetujui para

Unversitas Kader Bangsa I Fakultas Hukum
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pihak. Mediator hanya masuk jika para

pihak gagal melakr*ian negoasiasi di
antara mereka ser:diri. mediator dapat

menoampuri hanya sebatas mengajukan

solusi, jika para pihak merninta

kepadanya. Tujuan awal dari prosedur

ini y'aitu membantu mernf'asilitasi

kornunikasi antara para pihak dengan

mediator dan antara para pihak sendiri.

Komunikasi semacam itu dapat

dijalankan dengan menggunakan

teknologi yang tersedia seperti itilernet
relay, chals, e+ttail, dan vicleo

con/brence. Sarana komunikasi

merupakan elemen dasar dalarn mediasi

.:5

Selain melalui mediasi dapat juga

melalui non-litigasi, namun berdasarkan

pembicaraan penulis dengan peniual bisnis on

line rnereka tidak pernah rnerr:rilih

penyelesaian sengketa secara litigasi, hal ini

dikarenakan :

a. Penyelesaian secara litigasi sangat

lambat

Dalarn kenyataannya, penvelesaian

sengketa melalui litigasi mer-nbutuhkan

rvaklu yang sangat larna. Di fndonesia,

penyelesaian perkara dari tingkat

peftama sampai tingkat kasasi rata-rata

dibutuhkan waktu 7-12 tahun.

Kelambanan ini sulit dihilangkan

sebab harnpir semua perkara diaiukan

banding dan kasasi, bahkan permintaan

peninjauan kernbali.

b. Biaya perkara vang mahal

?5 Priyatna Abdurasyirl, Jrhirtuse tkxr
Altewruti{ Perryelesaictn Sengketa (APS;. PT.

Fikahati Aneska, Jakarta ,2011, hhn. 92

Kerisauan tentang besarnya biar a

perkara di pengadilan harnpir seluruh

Negara walaupun proses penyelesaiar.l

perkara dianggap relatifcepat antara 5-

7 tahun. Kecepatan ini mernakan bia_va

yang sangat mahal dimana pihak yang

berperkara dibebani biaya resml

pengadilan dan ditambah upah

pengacara. Jumlah biaya berperkara

yang dikeluarkan pihak yang

berperkara kadang kala bisa

melampaui nilai hasil kemenangan.

c. Peradilan pada umumnya yang tidak

responsif

Peradilan kurang atau tidak tanggap

terhadap kepentingan untum, serta

mengabaikan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat, dan peradilan

kurang tanggap mela_vani kepentingan

rakyat biasa dan kalangan rniskirr.

Mereka sering tidak mendapat

pelal.anan yang rvajar karena mereka

tidak mampu membayar biaya

keraajiban, membayar biaya perkara.

dan biaya pengacara. Dirnana bia,va-

biaya tersebut merupakan syarat

fbrmal, namun syarat inilah yang

meryadi penghalang bagi rakyat biasa

tnendapatkan pelayanan yang tidak

rvajar di pengadilan. Mahalnya biaya

perkara jarang rakyat kecii yang

mampu membayar dan dengan
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terpaksa dia tanpil sendiri tanpa

didampin-ei pengacara padahal ia sama

sekali buta hukum. Dalam keadaan

seperti itulah jarang pengadilan yang

tan_agap rnelayani orang tersebut

den_ean manusiarvi.

d. Jarang putusan pengadilan

menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan vang

mensantar para pihak yang

bersengketa ke arah penyelesaian

masalah, karena kebanyakan putusan

pengadilan tidak bersifat problenz

solying di anlara para pihak _yang

bersengketa. Namun, menempatkan

kedua belah pihak pada dua sisi ujung

yang saling berhadapan, yakni:

menempatkan salah satu pihak pada

posisi pemenang (the winner) dan

menyudutkan pihak lain sebagai pihak

yang kalah {the losser), yang akhirnya

pihak yang kalah dan menang bukan

melahirkan kedarnaian dan

ketentraman namun justru ketidak

puasan yang menirrbulkan dendam

dari pihak yang kalah karena ketidak

puasannya terhadap putusan

pengadilan.

e. Kemampuan paru hakim bersifat

generalis

Hakim mempunyai silat generuli,t

kareua hanya mampu mermiliki

pengetahuan luar saja sehingga para

hakim tidak objektif dalam

menyelesaikan perkara dalam sengketa

transaksi bisnis internasional yailg

menggunakan transaksi elektronik (e_

cammerce). OIeh karena itu hakim

belum rnemiliki kualitas yang

menyeluruh atas masalah yang

kompleks, terutama sengketa yang

tinrbul dari pennasalahan High_ I,eclt

dan sering putusan yang diajukan

pengadilan rnenyimpang dari

pennasalahan pokok.

D. PEI{UTT]P

1. Kesimpulan

a. Kecakapan seseorang raenjadi tolak ukur

dalarn menentukan apakah ia dapat atau

tidak dapat melakukan pebuatan hukum.

Tidak adanya kehadiran fisik dari para

pihak dalarn kontrak elektronik sulit

melakukan pembuktian unsur kecakapan

para pihak dalam kontrak elekronik

.Namun tika dikaitkan dengan keabsahan

kontrak bahwa kontrak elektronik yang

dituan_qkan dalain bentuk surat elektronik

(e<nail1 yang ditruat meskipun demikian,

selama dan sepanjang kotrak tersebut tidak

menrbawa akibat yang merugikan bagi

pihak lawan dan tidak adanl,a tindakan

penrbatalan, maka kotrak ).ang dibuat

tersebut tetap berlaku mengikat tidak
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hanya pada pihak yang belun dervasa

melainkan yang lebih penting Iagi adalah

rnengikat bagi pihak terhadap siapa

kontrak itu dibuat oleh pihak yang belum

dewasa tersebut.

b. Adapun cara penyelesaian sengketa

apabila terjadi sengketa dalarn transaksi

bisnis elektronik dapat dilihat dalam pasal

18 Ayat 4 di dalam UU ITE yang

berbunyi : "Para pihak rnemiliki

kewenangan untuk menetapkan forum

pengadilan, arbitrase, atau lembaga

penyelesaian sengketa alternatif lainnya

yang berwenang menangani sengketa yang

rnungkin timbul dari Transaksi Eleklronik

internasional yang dibuatnya'".

B.Saran-Saran

1 Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati

dalarr melakukan transaksi elektronik

mengingat antara konsumen dan

pelakr,r usaha tidak saling bertatap

muka dan tidak saling mengenal, maka

tindak kecurangan dan pelaku usaha

yang trdak beretikad baik akan lebiir

rnudah muncul. OIeh karena itu, perlu

sikap teliti serta waspada dari

konsumen dalam melakukan

kesepakatan dalam transaksi elektronik

2. Diharapkan pada masa mendatang,

pemerintah lebih serius mengatur dan

mengatvasi pelaksanaan transaksi

elektronik ini dengan segera

menyempumakan Undang-undang

Inlbrmasi dan Transaksi Elektronik

(lTE), sehingga dapat lebih

memberikan perlindr-rngan dan jaminan

kepastian hukum bagi para pelaku

transaksi elektronik.
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